SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia
sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 sehingga Pemerintah
Daerah mengusahakan dan menyelenggarakan
pendidikan dasar tanpa diskriminasi;

b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan dan
layanan pendidikan dasar yang berkualitas, merata
dan terjangkau maka Pemerintah Daerah perlu
memberikan dukungan pembiayaan untuk biaya
operasional satuan pendidikan;

c. bahwa untuk pengelolaan biaya operasional satuan
pendidikan yang dilaksanakan secara efektif, efisien
dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan
daerah, maka perlu diatur mengenai petunjuk teknis
pemberian biaya operasional satuan pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
Daerah untuk Satuan Pendidikan Dasar yang

Diselenggarakan Pemerintah Daerah;

Mengingat:...



Mengingat

Menetapkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN DAERAH UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
DASAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

S. Kepala...



(1)

(2)

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota
Surakarta.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Satuan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan
dasar, berbentuk Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat,
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota
Surakarta.

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah yang
selanjutnya disingkat BOSPDA adalah bantuan
operasional satuan pendidikan dari Pemerintah
Daerah yang bersumber dari APBD dan diberikan
kepada Satuan Pendidikan Dasar yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk membiayai
sebagian operasional satuan pendidikan.

Siswa adalah peserta didik yang tercatat pada data
pokok pendidikan di Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud diberikannya BOSPDA untuk membantu
biaya operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan
Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
Tujuan diberikannya BOSPDA untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar

yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

BAB III...
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(2)

(3)

(4)

BAB III
PERUNTUKAN BOSPDA

Pasal 3
BOSPDA diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi
a. Sekolah Dasar Negeri;
b. Sekolah Menengah Pertama Negeri; dan
c. Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga.
BOSPDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan
operasional yang terdiri atas:
a. belanja operasi; dan
b. belanja modal.
Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a digunakan untuk membiayai pengeluaran
anggaran kegiatan sehari-hari satuan pendidikan
yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b digunakan untuk membiayai pengeluaran
anggaran terkait perolehan pengadaan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu)

periode akuntansi.

BAB IV
ALOKASI BOSPDA

Pasal 4

Alokasi BOSPDA diberikan kepada Satuan Pendidikan

Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan

ketentuan:

a.

Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah Siswa dibawah
100 (seratus) diberikan paling sedikit Rp750.000,00
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah
Siswa,;

Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah Siswa antara 100

(seratus) sampai dengan 120 (seratus dua puluh)

diberikan...



(1)

diberikan paling sedikit Rp550.000,00 (lima ratus lima
puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah Siswa;

Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah Siswa antara 121
(seratus dua puluh satu) sampai dengan 150 (seratus
lima puluh) diberikan paling sedikit Rp450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah
Siswa,;

Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah Siswa antara 151
(seratus lima puluh satu) sampai dengan 200 (dua
ratus) diberikan paling sedikit Rp400.000,00 (empat
ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah Siswa;

Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah Siswa antara 201
(dua ratus satu) sampai dengan 300 (tiga ratus)
diberikan paling sedikit Rp350.000,00 (tiga ratus lima
puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah Siswa;

Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah Siswa antara 301
(tiga ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus)
diberikan paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) dikalikan jumlah Siswa;

Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah Siswa di atas 500
(lima ratus) diberikan paling sedikit Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah
Siswa;

Sekolah Menengah Pertama Negeri diberikan paling
sedikit Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) dikalikan jumlah Siswa; dan

Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga
diberikan paling sedikit Rp2.100.000,00 (dua juta

seratus ribu rupiah) dikalikan jumlah Siswa.

BAB V
MEKANISME PENGELOLAAN BOSPDA

Pasal 5

BOSPDA dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan...



(2)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan
BOSPDA yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban diatur dengan Keputusan Kepala
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 6
Perhitungan jumlah Siswa sebagai dasar penentuan alokasi
BOSPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
berdasarkan kondisi riil jumlah Siswa pada data pokok
pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun
anggaran sebelumnya.
Perhitungan jumlah Siswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Setiap orang pada Satuan Pendidikan Dasar yang

diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan

pungutan biaya satuan pendidikan kepada masyarakat.

(1)

(2)

(3)

Pasal 8
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dikenai sanksi:
a. pembinaan; dan/atau
b. hukuman disiplin.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap Satuan Pendidikan
Dasar.
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 9

Satuan Pendidikan Dasar melaksanakan pengelolaan BOSPDA

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI...
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSPDA

Pasal 10
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSPDA
dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pengawasan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk kegiatan sosialisasi petunjuk teknis
pengelolaan BOSPDA yang dilakukan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh:
a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pengawasan; dan
b. Dinas.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran
dalam bentuk kegiatan:
a. pemantauan dan evaluasi; dan
b. rekonsiliasi.
Pembinaan pengelolaan keuangan BOSPDA dilaksanakan
oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali

Kota Nomor 4.2 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Operasional

Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023

Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12...



Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggall7 Juli 2026

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggali7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditandatangani secara
+] elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI
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